BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan jurnalis di Indonesia sudah dimulai sejak zaman
penjajahan sampai dengan Indonesia merdeka hingga Soeharto lengser
keprabon pada tanggal 21 Mei 1998 negara kita menganut sistem
otoritarian. Selama pemerintahan orde baru selalu digembar-gemborkan
bahwa Indonesia menganut sistem pers Pancasila yang bertanggung
jawab, namun kenyataannya bertanggung jawab terhadap penguasa.
Mana kala pelaku pers tidak berkenan di mata penguasa, maka
pembredelan atau pencabutan Surat 1zin Penerbitan Pers (SIUP)

menjadi ancamannya. Hal ini merupakan contoh pers yang otoritarian.

Sejak awal reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto
sebagai presiden Republik Indonesia, tidak lagi diperlukan SIUP dan
tidak terdapat lagi pembredelan secara sepihak. Karena hal itu telah
diperkuat dengan adanya Undang-undang nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers. Sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki era sistem pers
yang libertarian.® Era reformasi pers semakin didukung dengan adanya
undang-undang yang ada dan etika jurnalistik yang semakin jelas.
Kebebasan pers pada era reformasi menyebabkan menjamurnya
perusahan pers di Indonesia.

1

! Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumanir alistik Teori dan Praktik), PT.
Remaja Rosda Karya, Bandung 2012, h. iv
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Pers di masa penjajahan memiliki tujuan menyampaikan berita
penting terkait kemerdekaan, perjuangan dan nilai nasionalisme.
Namun pada era reformasi pers berubah menjadi bisnis yang sangat
besar. Fenomena inilah yang mengubah media, cara mengelolanya,
menstandarkan produknya, dan memperluas jangkauan kepada

khalayak.?

Perusahaan media tentu menginginkan perusahaannya tetap
eksis dan terus berkembang dan maju. Banyak cara yang dilakukan oleh
perusahaan media dalam meningkatkan ekonominya. Bisa berinfestasi
di berbagai sektor, mendirikan anak perusahaan dan sebagainya. Namun
demi berputarnya roda perekonomian perusahaan, tidak jarang
perusahaan media bersikap tidak independen. Dimana adanya
kepentingan tertentu yang mencampuri urusan media. Adanya
keberpihakan baik itu dalam bidang iklan, politik, golongan dan

sebagainya.®

Oleh sebab itulah perusahaan media massa terkadang menekan
para wartawannya untuk menyampaikan berita sesuai dengan apa yang
diinginkan pemilik perusahaan. Fenomena yang demikian tentunya
dapat mengurangi kemurnian nilai jurnalistik dan tentunya dapat

menekan profesionalisme seorang wartawan. Seorang jurnalis

2, William L.Rivers,et al. Media Massa dan Masyarakat Modern, Prenamedia Group, Jakarta
2015,h. 25

® . Dr. Haryatmoko, Etika Komunikasi (Manipulasi Media, kekerasan, dan pornografi),
Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 10

* . Anett Keller, Tantangan dari Dalam (Otonomi Redaksi di empat media cetak nasional: Kompas,
Koran Tempo, Media Indonesia dan Republika), Jakarta: Friendrich Ebert Stiftung (FES)
Indonesia Office), 2009, h, 9
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diharapkan dapat menerapkan kode etik jurnalistik yang berupa akurasi,
indepedensi, objektivitas, balance,fairnes, imparsialitas, menghormati

privasi, dan akuntabilitas kepada publik.’

Jurnalis Muslim sendiri diikat oleh etika jurnalistik, undang-
undang pers, dan tentunya oleh agama. Dalam agama Islam terdapat
tuntunan untuk mengabarkan sesuatu yang bukan fitnah, kebohongan,
menyampaikan yang ma’ruf dan munkar secara tegas. Seperti yang

tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab (33) :70:

-

faats 38 1055 11,851 1,002 Ll Gl

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada
Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.®

Jurnalis yang beragama Islam tentu memiliki hubungan
maupun tanggung jawab terhadap Allah SWT untuk meyampaikan
sesuatu yang benar dan bukan kebohongan maupun fitnah. Sebab hal
ini merupakan etika yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis Muslim.
Etika sendiri merupakan sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral

dan prinsip-prinsip benar dan salah.’

Seorang jurnalis Muslim sering diuji oleh beberapa tekanan, baik
dari intern maupun ekstern. Tekanan dari pihak intern ialah tekanan

dari perusaaan media tempat jurnalis berkerja.® Kewajiban seorang

>, Nasution Zulkarimein, Etika Jurnalisme (Prinsip-prinsip dasar), Rajawali Pers 2015, h. 116

® . Depag RI. Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung : Fokus Media), h. 427

" . Hamdan Dauly, Kode etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif
Islam, Makalah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 7

& . Himat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, Teori dan Praktik, Bandung: PT. REMAJA
ROSDAKARYA, 2006, h. 94
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jurnalis untuk menyampaikan berita secara jujur dan apa adanya sering
ditekan oleh perusahaan media agar menyampaikan berita yang
terdapat kepentingan perusahaan. Sehingga berita yang dihasilkan
beraromakan pencemaran nama baik, terkesan murahan, dan
sebagainya. Hal inilah yang sejatinya harus dihindari oleh jurnalis
Muslim. Namun terkadang tekanan media yang terlalu kuat menjadi
kan jurnalis Muslim terbuai dalam permainan dan pelanggaran etika

jurnalistik.

Objektivitas dan independensi suatu media dapat dengan
mudah dilihat dengan sebuah fenomena pesta demokrasi berlangsung.
Ahir-ahir ini di beberapa media massa seperti media cetak, media
online hingga televisl dikotori oleh kepentingan politik. Calon
pemimpin bangsa yang memiliki modal besar tentu memasukkan
gambar-gambar pencitraan di media massa yang dirasa tepat. Sehingga
masyarakat beranggapan bahwa calon pemimpin tersebut pantas untuk
dipilih dijadikan pemimpin. Selain calon pemimpin yang memiliki
modal besar ternyata pemilik media juga ikut serta dalam ajang
pertarungan politik. Sehingga media massa yang ia kelola ikut serta
dalam pertarungan politik dan pada ahirnya media massa tersebut rela
menerobos tembok etika jurnalistik. Fenomena yang menyesatkan ini
tentu dapat mempengaruhi seorang jurnalis dalam mempertahankan

prinsip kode etik jurnalistik dalam dirinya.

Selain dari faktor internal yang berupa tekanan dari perusahaan

media massa, terdapat juga faktor eksternal yang menggangu proses
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jurnalistik. Seperti ancaman, kekerasan, perampasan alat-alat jurnalis
oleh pihak tertentu, hingga tawaran amplop. Pada Oktober 2012, enam
orang wartawan dari berbagai media yang sedang meliput jatuhnya
pesawat Hawk 200 di Langkalan Udara Roesmin Nurjadin Riau
dipukuli oleh sejumlah oknum TNI AU RI dan peralatan serta
perlengkapan jurnalistik merekapun dirampas.” Kondisi di lapangan
yang seperti ini tentu menimbulkan keresahan bagi jurnalis untuk
meliput berita. Tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan dari pihak luar

berpengaruh terhadap berita yang dihasilkan.

Sebuah kasus korupsi yang menyeret pejabat Negara di pulau
Madura beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan media nasional.
Dimana media dalam meliput kasus tersebut dihalang-halangi oleh
beberapa preman yang melindungi pejabat tersebut. Tidak hanya
dihalang-halangi bahkan beberapa jurnalis yang hendak meliput berita

tersebut sempat diteror dan diancam akan dibunuh.

Situasi yang berbahaya tentunya menjadi kendala bagi seorang
jurnalis dalam meliput sebuah kasus. Namun inilah profesi jurnalis
terutama dalam konteks wilayah konflik atau bencana yang nyata-
nyata teramat rawan dan beresiko tinggi terhadap keselamatan.
Seorang jurnalis maupun wartawan merupakan pihak yang mewakili
publik dalam mencari informasi yang diakui dan dijamin, tidak saja

sebagai hak konstitusional dalam UUD namun juga sebagai hak asasi

° . Kekerasan terhadap wartawan, (
http://regional.kompas.com/read/2012/10/18/09074947/Kekerasan.pada. Wartawan.Tak.Selesai.den
gan.Maaf), Diakses pada tanggal 03 Januari 2016
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manusia dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional hak
asasi manusia. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak
jurnalis yang diwujudkan lewat upaya legislasi ataupun delegasi demi
terpenuhnya hak ini. Dalam konteks hukum media, perlindungan tidak
saja diberikan agar jurnalis memiliki akses seluas-luasnya mencari
informasi, namun juga perlindungan terhadap aktifitas seorang

jurnalis.

Jurnalis maupun wartawan memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum, dan ini tertuang dalam dalam pasal 8 tahun 2009
tentang pers. Dalam pasal tersebut berisi trentang perlindungan hukum
merupakan jaminan pemerintah maupun masyarakat kepada wartawan
dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuali
dengan peraturan perundangan. Jika ini semua dikaitkan dengan tugas
seorang jurnalis yang berada di area konflik, bencana, dan sebagainya
tidak terdapat satu pasalpun dalam UU Pers yang mewajibkan
perusahaa pers untuk memberikan peralatan standar keselamatan,

asuransi, ataupun skill bagi jurnalis yang ditugaskan.

Selain ancaman keselamatan, tekanan dari perusaaan media,
saat ini ada sebuah fenomenya yang tumbuh di dalam duni jurnalis
yang dapat mengotori dunia pers yakni wartawan amplop. Yang
dimaksud amplop ialah pemberian dari sumber berita yang
bersangkutan. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa amplop
merupakan suap kepada wartwan agar apa yang diberitakan sesuai

dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amplop. Dalam hal ini
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tidak hanya amplop yang mungkin diterima oleh wartawan, namun

bias juga fasilitas, pangkat, bahkan kedudukan.

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan
Wartawan Indonesia telah jelas menyebutkan bahwa wartawan
Indoensia tidak berhak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak
menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang dapat menguntungkan
atau merugikan seorang atau pihak.°Selain Kode Etik Jurnalistik yang
dikeluarkan oleh Persatuan Wartwan Indonesia telah jelas bahwa Allah
SWT juga melarang hambaNya untuk melakukan dan menerima suap.

Seperti yang tertera dalam surat Al-Bagoroh (2) : 188 :

T gme o~ . 88 o 2. Ao =2F, 882 ~
AT 1 155355 Jlad( oS35 S350 155G Y

PP g > o0 g .~

- - _x 5 e /ef,,:/fa,u Z
(2 O5ada 20y 2YG uld) Il 2 a p 1pl=)

Artinya :Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan
(Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu

mengetahui.'!

Banyak rintangan dan ujian terhadap profesi jurnalis
Muslim dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Tentu menimbulkan
pertanyaan bagaimana strategi jurnalis Muslim dalam memegang

prinsip kode tik jurnalistik.

19 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, PT.
Remaja Rosda Karya, Bandung 2012, hal 101
' Depag RI. Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung : Fokus Media), h. 29
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B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi jurnalis Muslim dalam memegang prinsip

kode etik jurnalistik ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana startegi jurnalis muslim dalam

memegang prinsip kode etik jurnalistik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi perkembangan keilmuan Program Studi
Komunikasi Penyiaran Islam di Konsentrasi Jurnalistik terbagi dua,

bersifat teori dan praktis.

1. Manfaat yang bersifat teori :

a. Bisa memberikan bantuan pikiran tentang perkembangan
jurnalistik khususnya profesionalisme jurnalis muslim untuk
Prodi KPI sehingga menjadi pertimbangan dalam mengolah
materi jurnalistik.

b. Dapat dikategorikan sebagai bahan stimulant atau bahan
masukan untuk para pimpinan prodi guna mengetahui secara
rinci tentang strategi jurnalis Muslim dalam memegang prinsip
kode etik jurnalistik. Sehingga dapat memperkokoh kemurnian
jurnalistik.

2. Manfaat yang bersifat praktis :
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a. Bisa dijadikan sebagai pedoman Prodi KPI dikonsentrasi
Jurnalistik untuk mengembangkan pengetahuan tentang prinsip
kode etik jurnalistik.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan Prodi KPI untuk
mengkampanyekan jurnalis Muslim yang profesionalis dengan
memegang pondasi agama, etika serta undang-undang yang
ada.

E. Defenisi Konsep

1. Strategi Jurnalis Muslim

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya
suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu
peperangan. Awalnya digunakan dalam berbagai bidang yang
memiliki esensi yang relative sama termasuk diadopsi dalam
konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi

pembelajaran.*?

Seorang yang berperan dalam mengatur strategi, untuk
memenangkan suatu peperangan. Sebelum ia melakukan suatu
tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang
dimilikinya baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas. Misalnya
kemampuan setiap personal, jumlah dan kekuatan persenjataan,
motivasi pasukannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ia juga
mengumpulkan informasi kekuatan musuh tentang kekuatan lawan,

baik jumalah prajuritnya maupun keadaan persesnjataannya.

12 Masitoh dan Laksmi Dewi, Strategi Pembelajaran, Jakarta : Depag RI, 2009, hal 37
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Setelah semua diketahui, barulah ia menyusun tindakan apa yang
harus ia lakukan, taktik dan teknik peperangan, bahkan waktu yang
tepat untuk melakukan penyerangan, dan hal lainnya. Dengan
demikian penyusunan sebuah strategi, perlu memperhitungkan

berbagai factor, baik internal maupun eksternal.

Jurnalis muslim tidak jauh beberda dengan jurnalis pada
umumnya atau wartawan pada umumnya. Jurnalis ialah orang yang
melakukan Kkegiatan jurnalisme, yaitu orang secara teratur
menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media
masa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasikan di media
massa seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan
internet. Para jurnalis Muslim harus mengetahui prinsip dan aturan

Islam yang terkait dengan jurnalistik.*®

Berkaitan dengan strategi jurnalis Muslim ialah sebuah
usaha yang digunakan dalam melakukan tugas jurnalistik untuk
menacapai sebuah keberhasilan. Strategi tersebut berkaitan dengan
tugas yang akan ia lakukan. Dalam melakukan tugasnya tentunya
ia akan menimbang potensi yang ia miliki sebelum ia terjun ke
lapangan, mempelajari materi yang berkaitan dengan liputan,
maupun menggali informasi. Barulah kemudian seorang jurnalis
Muslim menyusun tindakan apa yang dirasa pas dalam melakukan
tigas jurnalistiknya. Hal itulah yang dinamakan sebuah strategi

yang umumnya dilakukan oleh jurnalis.

3 Anton Ramdan, Jurnalistik Islam, Sahara Digital Publishing, Hal 2
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2. Prinsip Kode Etik Jurnalistik

Setiap profesi mempunyai kode etik masing-masing, sesuai
dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Profesi dokter
dikenal sebagai profesi yang mematuhi kode etik kedokteran yang
bersumber dari sumpah Hipocrates. Begitupun profesi yang lain,
dimana tanggung jawab dan amanat yang diemban berdampak bagi

kepentingan orang banyak.

Prinsip utama kode etik jurnalistik berupa akurasi,
independensi, objektivitas, balance, fairness, imparsialitas,

menghormati privasi, akuntabilitas kepada public.**

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi dalam pembahsannya mempunyai sistematika yang
ditandai atas empat (4) bab dan tiap-tiap dibagi ke dalam sub-sub yang

rinciannya sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, defenisi konsep, sistematika

pembahasan.

BAB Il : KERANGKA TEORITIK

4 Zulkarimein Nasution, Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar, Jakarta: Cet 1 Rajawali Pers,
2015, h.115
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Berisi tentang kajian pustaka, pembahasan teori, dan hasil

penelitian terdahulu yang relevan.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

teknik keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DAN TEMUAN PENELITIAN

Berisi tentang setting penelitian, penyajian data, dan

temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Di dalmnya terdapat kesimpulan dan saran.
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